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RINGKASAN 
 Khadijah Khairunnisa. H0413020. 2017. “Optimalisasi Tugas Pokok 
dan Fungsi Penyuluh dalam Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2006”. Dibimbing oleh Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. dan Arip 
Wijianto, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Berbagai upaya pembaharuan telah dilakukan menuju terciptanya sistem 
penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien, yang diarahkan pada 
pengembangan profesionalisme penyuluh sebagai profesi yang mandiri, 
perwujudan jati diri penyuluh sebagai pendidik, dan mitra kerja petani. Salah satu 
upaya pemerintah untuk mendukung hal tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (UU-SP3K) yang mengamatkan pembentukan kelembagaan penyuluh 
pertanian mulai tingkat pusat sampai ke daerah, namun di Provinsi Jawa Tengah 
tidak semua kabupaten/ kota yang ada membentuk kelembagaan sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
keragaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah 
melaksanakan dan belum melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006, menganalisis keragaan aspek pelaksanaan keragaan tugas pokok dan fungsi 
penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan dan belum melaksanakan 
sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, mengetahui faktor yang 
mendukung dan menghambat penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dan merumuskan strategi untuk pengoptimalan tugas pokok dan fungsi 
penyuluh. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini secara purposive mengambil studi kasus 
di Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) Kabupaten Sragen dan Dinas 
Pertanian Kabupaten Klaten dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sragen 
sudah membentuk BAPELUH dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Kabupaten Klaten yang belum membentuk 
kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, namun 
membentuk kelembagaan penyuluhan dengan Peraturan Bupati. Sumber data pada 
penelitian ini adalah informan dan dokumen atau arsip. Peneliti mengumpulkan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian hasil 
pengamatan tersebut dilakukan reduksi. Teknik analisis data ini menggunakan 
model analisis data interaktif yang terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu: reduksi 
data, sajian data dan penarikan simpulan dengan verifikasi dan analisis SWOT 
untuk merumuskan strategi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tugas pokok penyuluh pada 
kelembagaan yang sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 
yaitu melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan yang meliputi bidang programma penyuluhan dan 
perencanaan, evaluasi pelaporan, bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, 
bidang informasi dan teknologi, sedangkan fungsi penyuluh pada kelembagaan 
yang sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yaitu:                      
(a) merumuskan kebijakan teknis bidang programma penyuluhan dan 
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perencanaan, evaluasi pelaporan, bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, 
bidang informasi dan teknologi, (b) melaksanakan pelayanan penyelenggaraan 
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (c) melaksanakan koordinasi 
dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan program penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan, (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tugas pokok 
kelembagaan yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 
adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, sedangkan 
fungsinya yaitu: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian,                                    
(b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pertanian, (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, (d) pemberian 
penyuluhan kepada petani, dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati. 
(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah 
melaksanakan maupun belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006 adalah sama, yaitu dari proses persiapan penyuluhan hingga proses evaluasi 
dan pelaporan. Tidak ada perbedaan pada dua kelembagaan tersebut dalam 
melakukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  
(3) Faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam pengoptimalan tugas pokok dan fungsi penyuluh adalah sebagai berikut: (a) 
Faktor-faktor internal yang menjadi pendukung adalah PERDA kelembagaan 
penyuluhan, lembaga peneliti dan pelatihan pertanian, penghargaan terhadap 
penyuluh berprestasi, insentif yang memadai bagi penyuluh dan tersedianya 
sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder. (b) Faktor-faktor internal yang 
menjadi penghambat adalah koordinasi antar subsektor lemah, kuantitas dan 
kualitas PPL terbatas, sarana dan prasarana PPL terbatas, anggaran APBD terbatas 
dan perbedaan persepsi keberadaan kelembagaan penyuluhan. (c) Faktor-faktor 
eksternal yang menjadi pendukung adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006 tentang sistem penyuluhan, PP No. 41 Tahun 2007 tentang SOTK daerah, 
Permenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang jabatan fungsional PPL dan 
kompetensi serta profesionalisme, penghargaan terhadap penyuluh berprestasi di 
tingkat nasional dan tersedianya sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder 
tingkat nasional. (d) Faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah alih 
fungsi profesi, inkonsistensi peraturan/perundangan, tumpang tindih program 
instansi terkait dan rendahnya minat masyarakat terhadap sektor pertanian.  
(4) Strategi dalam pengoptimalan tugas pokok dan fungsi penyuluh adalah 
membentuk badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian agar 
tercipta sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Saran 
yang diberikan penulis adalah: (a) dalam pengaturan kelembagaan, pemerintah 
semestinya memberikan reward atau punishment bagi daerah yang melaksanakan 
Undang Undang, sebagai contoh Kabupaten Sragen yang merespon adanya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebaiknya diberi reward sedangkan 
Kabupaten Klaten yang tidak merespon diberi punishment; (b) Penyatuan 
penyuluh pada satu lembaga yang dapat mengakomodasi kepentingan penyuluh 
pertanian dan petani agar tetap dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; (c) Untuk mendukung peranan dan 
tanggung jawab penyuluh pertanian terhadap tugas dan tanggungjawabnya, 
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kelembagaan yang ada saat ini  diharapkan membuat program unggulan disertai 
target tertentu sesuai kondisi wilayah maka penyuluh pertanian akan mempunyai 
kegiatan yang lebih terarah dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap 
pekerjanya; (d) Kebijakan pemerintah dalam menetapkan struktur kelembagaan 
penyuluhan pertanian harus mampu mencerminkan kerjasama petani, penyuluh 
dan peneliti dalam merancang usahatani yang responsif terhadap kemampuan 
wilayah. 
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SUMMARY 
Khadijah Khairunnisa. H0413020. 2017. "Optimization of the Duties 
and Functions of Extension within the Framework of the Implementation of 
Law Number 16 of 2006". Guided by Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. And Arip 
Wijianto, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Various renewal efforts have been made towards the creation of 
professional, dynamic and efficient agricultural extension systems aimed at 
developing professionalism of extension agents as independent professions, the 
realization of the identity of extensionists as educators, and peasant partners. One 
of the government's efforts to support it, Law Number 16 of 2006 on Agricultural, 
Fishery and Forestry Extension System (UU-SP3K) has been established to save 
the establishment of agricultural extension institute from the central level to the 
regions, but in Central Java Province not all the existing districts/cities form an 
institution as mandated in the law. This study aims to analyze the performance of 
the main tasks and functions of extension workers in institutions that have 
implemented and have not implemented according to Law Number 16 of 2006, 
analyzing the aspects of the implementation of the performance of the main tasks 
and function of extension on institutions that have implemented and have not 
implemented according to the Law Number 16 of 2006, to know the factors that 
support and hinder the extension agent in carrying out the main tasks and 
functions and formulate strategies for optimizing the main tasks and function of 
extension workers. 
The basic method used in this research is descriptive qualitative method. 
The location of this research is purposive to take case study in Extension 
Executing Agency (BAPELUH) of Sragen Regency and Agricultural Service of 
Klaten Regency with the consideration that Sragen Regency has formed 
BAPELUH with Local Regulation in accordance with Law Number 16 of 2006 
and Klaten Regency that has not established institutional With Law Number 16 of 
2006, but established institutional counseling with the Regent's Regulation. 
Sources of data in this study are informants and documents or archives. The 
researchers collected data using interview technique, observation and 
documentation then the observation result was done reduction. This data analysis 
technique using interactive data analysis model consisting of 3 main components 
that is data reduction, data presentation and drawing conclusion with verification 
and SWOT analysis to formulate strategy. 
The results of the research indicate that: (1) The main tasks of extension 
workers in institutions that are in accordance with Law Number 16 of 2006 is to 
implement some government tasks in the field of agricultural extension, fishery 
and forestry covering the field of extension and planning program, reporting 
evaluation, institutional and Human resources, information and technology field, 
while the extension function of institutions that are in accordance with Law 
Number 16 of 2006 are: (a) formulating technical policy in the field of extension 
program and planning, reporting evaluation, institutional and human resources, 
Information and technology, (b) carry out the services of extension of agriculture, 
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fisheries and forestry, (c) coordinate with relevant agencies in the framework of 
developing agricultural extension programs, fisheries and forestry, (d) carrying 
out other tasks assigned by the bupati in accordance with duties and Fun Gsinya. 
While the main tasks and functions of institutions that are not in accordance with 
Law Number 16 of 2006 is implement some government tasks in the field of 
agriculture, and the functions are: (a) formulation of technical policy in 
agriculture, (b) administration of government affairs and public services in 
agriculture, (c) development and execution of tasks Agriculture, (d) extension 
services to farmers, and (e) the execution of other duties assigned by the major.                            
(2) Implementation of the main duty and function of extension on institution that 
has been in accordance with and not yet in accordance with Law Number 16 of 
2006 is the same, that is from extension preparation process until evaluation and 
reporting process. There is no difference in the two institutions in performing their 
main duties and functions. 
(3) Internal and external factors that support and obstruct the optimization of the 
main tasks and function of extension workers are as follows: (a) Internal factors 
that support is PERDA institutional extension, research institutes and agricultural 
training, awards to extension of achievers, Adequate incentives for extension 
workers and the availability of communication facilities for extension workers and 
stakeholders. (b) Internal factors that become obstacles are weak inter-subsector 
coordination, quantity and quality of limited PPL, limited PPL facilities and 
infrastructure, limited APBD budget and difference of perception of extension 
institutional existence. (c) Internal factors that support is Law Number 16 of 2006 
regarding extension system, PP. 41 of 2007 concerning regional SOTK, 
Permenpan number PER/02/MENPAN/2/2008 concerning functional position of 
PPL and competence and professionalism, awards to extension of achievement at 
national level and availability of communication facilities for extension agents and 
stakeholders at national level. (d) External factors that are inhibiting are the 
transfer of professional functions, inconsistencies of regulation/law, overlapping 
programs of related institutions and low public interest in the agricultural sector. 
(4) The strategy in optimizing the main tasks and extension function is to establish 
its own specific body to oversee agricultural extension in order to create an 
agricultural extension system in accordance with the needs of farmers. The 
suggestions given by the author are: (a) in institutional arrangement, the 
government should give reward or punishment for the region implementing the 
Act, for example Sragen regency that responds to the Law Number 16 of 2006 
should be rewarded while Klaten regency is not responding given punishment;             
(b) Unification of extension agents at one institution that can accommodate the 
interests of extension farmers and farmers to remain implemented as a form of 
implementation of Law Number 16 of 2006; (c) To support the role and 
responsibilities of agricultural extension workers on their duties and 
responsibilities, the existing institutions are now expected to create a flagship 
program accompanied by specific targets according to the conditions of the area 
then the agricultural extension agent will have more focused activities and have a 
more sense of responsibility towards the worker; (d) The government policy in 
establishing the institutional structure of agricultural extension should be able to 
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reflect the cooperation of farmers, extension workers and researchers in designing 
farms that are responsive to the capability of the region. 
